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  ABSTRAK :      -    Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan Pendapatan Aceh dalam 

rangka menunjang kegiatan pembangunan nasional pada umumnya dan 

Pembangunan Aceh pada khususnya, perlu diupayakan penggalian sumber-sumber 

baru Pendapatan Aceh antara lain melalui Badan Usaha Milik Aceh dan bahwa 

Perusahaan Daerah Pembangunan Daerah Aceh yang dibentuk dengan Peraturan 

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian 

Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh, dipandang tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan perusahaan sehingga perlu dilakukan perubahan bentuk hukum dari 

Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Berdasarkan pertimbangan 

dimaksud perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perubahan Bentuk Hukum 

Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan 

Aceh. 

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; UU No.24 Tahun 1956; UU No.11 Tahun 2006; UU 

No.40 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014; Qanun Aceh No.16 Tahun 2013. 

- Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan, Perubahan Bentuk Hukum, 

Peralihan Aset, Tempat Kedudukan, Bidang Usaha, Modal Dasar dan Penyertaan 

Modal, Saham, Tata Kelola, Organ Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh, 

Kepegawaian, Pembinaan,Pengawasan,dan Pengendalian, Rencana Kerja dan 

Laporan Tahunan, Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih, 

Penggabungan,Peleburan,Pengambilalihan dan Pemisahan, Pembubaran dan 

Likuidasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. 

 CATATAN : -   Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Januari 2018 

- Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih 
lanjut akan diatur dengan Peraturan Gubernur.  

- Penjelasan : 6 hlm 


